LAMPIRAN - I

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA MADIUN

NOMOR
:  067/        /401.110/2017
TANGGAL 
:  .... MARET 2017
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GAMBARAN UMUM
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun sebagai Lembaga Teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya air dan drainase, penyelenggaraan gedung dan bangunan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaran Pelayanan Publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Sampai dengan tahun 2017 ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun telah menangani 8 ( delapan ) jenis Standar Pelayanan. 
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun berlokasi di Jl. DI. Panjaitan No. 17 Madiun, dengan telpon nomor; (0351) 471151 , Fax. nomor (0351) 496541, serta alamat e-mail : dputr.kotamadiun@gmail.com
I. Dasar Hukum
	NO
	JENIS PELAYANAN
	DASAR HUKUM

	1.
	Ijin Usaha Jasa Konstruksi
	1. Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
2. Perda Kota Madiun No. 18 tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
3. Peraturan Walikota Madiun No. 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Kartu Penanggung Jawab Teknik dan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
5. Peraturan Walikota Madiun No. 41 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

	2.
	Pemakaian GOR, Stadion Wilis dan Wisma Haji
	1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

3. Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomer 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomer 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ; 

6. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

7. Peraturan Walikota Madiun No.40 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun

	
	
	4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ; 

6. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Walikota Madiun No. 41 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

	3.
	Jasa Sewa Wales
	1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

3. Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

5. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Walikota Madiun No. 41 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.


	4.
	Jasa Rekomendasi Penurunan Trotoar.
	1. Perda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Kekayaan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

4. Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

6.  Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Walikota Madiun No. 41 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

	5.
	SMS Center Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ;
4. UU Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan ;
5. Kemenpan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Daerah ;
6. Permenpan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat ;
7. Permen Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.

	6.
	Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Ruang dan Bangunan / Advice Planning (AP)
	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
3. Perpen PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan ;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 ;
5. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Walikota Madiun No. 41 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
7. Perda Bangunan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Bangunan ;
8. Perda Bangunan Nomor 04 tentang Retribusi IMB.


	7.
	Pengawasan Bangunan
	1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun ; 
2. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
3. Peraturan Walikota Madiun No. 41 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
4. Perda Bangunan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Bangunan ;
5. Perda Bangunan Nomor 04 tentang Retribusi IMB.

	8.
	Penyerahan Fasum / Fasos
	1. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
2. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman ;
3. Perpen PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan ;
4. Permendagri Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan PSU ;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 ;
6. Perda Bangunan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Bangunan ;
7. Perda Bangunan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retribusi IMB.
8. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Walikota Madiun No. 41 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.



II. Sarana dan Prasarana
Sarana penunjang kegiatan operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun adalah sebagai berikut :

	a. Luas Tanah bangunan seluas 9795 m²
	


	No.
	Nama Barang
	Jumlah
	Keterangan/Kondisi

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

43.

44.
	Filling Besi

Lemari

Meja

Kursi

Kursi Putar

Jam

Alat Pendingin

Kipas Angin

Alat RT lainnya

Garuda

Gambar Presiden/Wapres

Tiang Bendera

Telepon

Alat-alat Besar

Mesin Ketik

Lemari Besi

Meja Kursi Tamu

AC Split

Komputer

Printer

Televisi

Tape

Sound System

Mikropone

Dispenser

Alat Pemadam Kebakaran

Truk

Camera Digital

Kursi Panjang

Kursi Besi

Meja Rapat Pejabat

Pompa

Papan Tulis

Mimbar

Mesin Cuci

Meja Komputer

Alat Kantor Lainnya

Kursi Kelas Mahasiswa

Kursi Panel

Alat Angkutan

Sepeda Motor Roda 3
Rak Kayu

Rak Besi

Unit/Jaringan
	28

30

158

480

13

9

12

29

236

2

4

4

18

10

9

3

8

40

42

13

9

1

14

8

2

13

1

1

1

3

6

1

6

2

1

10

50

150

100

4

3
2

3

4
	Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik
Baik

Baik

Baik


III.  Kompetensi Pelaksana
Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan semua jenis Pelayanan yang dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun, dan setiap personel SDM yang ada didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan profesi, mampu bekerja dengan tim dan berintegritas pada bidang pelayanan.
IV. Pengawasan Internal 
Pengawasan internal pada penyelenggaraan semua jenis pelayanan   dilaksanakan oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dan dibawah kendali Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun.
V. Jumlah Pelaksana
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun mempunyai 111 orang terdiri dari 77 orang PNS dan 34 orang Tenaga Kontrak terdiri dari :
	No
	Jabatan
	Jumlah
	Eselon
	Pendidikan
	Pangkat/Golongan

	1
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	-
	-
	-
	-

	2
	Sekretaris
	1
	III.a
	S2
	Pembina Tingkat I / (IV/b)

	3
	Kasubag. Umum dan Keuangan
	1
	IV.a
	S1
	Penata Tingkat I / (III/d)

	 
	-
	Staf PNS 
	10
	 
	 
	 

	 
	-
	 Staf honorer 
	6
	 
	 
	 

	4
	Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian
	1
	IV.a
	S1
	Penata Tingkat I / (III/d)

	 
	-
	Staf PNS
	1
	 
	 
	 

	 
	-
	Staf Honorer
	1
	 
	 
	 

	5
	Kepala UPTD Pengelola GOR, Stadion Wilis dan Wisma Haji
	1
	IV.a
	SMA
	Penata Muda Tingkat I / (III/b)

	6
	Kasubag. TU UPT Pengelola GOR, Stadion Wilis dan Wisma Haji
	1
	IV.a
	S1
	Penata Muda Tingkat I / (III/b)

	 
	-
	Staf PNS
	1
	 
	 
	 

	 
	-
	Staf Honorer
	20
	 
	 
	 

	7
	Kepala Bidang Bina Marga
	1
	III.a
	S2
	Penata Tingkat I / (III/d)

	8
	Kasi. Pemeliharaan Alat Berat, Jalan dan Jembatan
	1
	IV.a
	S1
	Penata / (III/c)

	 
	-
	Staf PNS
	7
	 
	 
	 

	 
	-
	Honorer
	6
	 
	 
	 

	9
	Kasi. Pembangunan Jalan dan Jembatan
	1
	IV.a
	S1
	Penata / (III/c)

	
	-
	Staf PNS
	9
	 
	 
	 

	10
	Kepala Bidang Pengelolaan SDA dan Drainase
	1
	III.b
	S2
	Penata Tingkat I / (III/d)

	11
	Kasi. Pengelolaan SDA dan Drainase
	1
	IV.a
	S1
	Penata / (III/c)

	
	-
	Staf PNS
	5
	 
	 
	 

	
	-
	Staf Honorer
	1
	 
	 
	 

	12
	Kasi. Pengelolaan Air Limbah dan Pengendalian Banjir
	1
	IV.a
	S1
	Penata / (III/c)

	
	-
	Staf PNS
	14
	 
	 
	 

	13
	Kepala Bidang Tata Kota
	1
	III.b
	S2
	Pembina / (IV/a)

	14
	Kasi. Tata Ruang
	1
	IV.a
	SMEA
	Penata Muda Tingkat I / (III/b)

	
	-
	Staf PNS
	2
	 
	 
	 

	15
	Kasi. Pengawasan Bangunan
	1
	IV.a
	S1
	Penata / (III/c)

	
	-
	Staf PNS
	3
	 
	 
	 

	16
	Kepala Bidang Cipta Karya

	1
	III.b
	S2
	Penata Tingkat I / (III/d)

	17
	Kasi. Verifikasi dan Jasa Konstruksi
	1
	IV.a
	SMEA
	Penata / (III/c)

	
	-
	Staf PNS
	2
	 
	 
	 

	18
	Kasi. Gedung dan Bangunan
	1
	IV.a
	S1
	Penata / (III/c)

	
	-
	Staf PNS
	3
	 
	 
	 

	19
	Kasi. Penataan Bangunan dan Lingkungan
	1
	IV.a
	S1
	Penata / (III/c)

	
	-
	Staf PNS
	2
	
	
	


Klasifikasi pendidikan dapat dilihat sebagai berikut :
	
	Jumlah Pegawai
	Kepangkatan
	Tingkat Pendidikan
	Struktural/ Eselon
	Fungsional
	Staf

	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	77
	Gol I    =   2

Gol II   = 38 

Gol III  = 35 

Gol IV  =  2
	SD       =  3   

SMP     =  4
SMA     = 35
D3       =  7
D4/S1  = 24

S2       =  4
	II   =   -   

III  =   5
IV   =  13   

V    =  -
	-
	59

	Jumlah


	77
	77
	77
	18
	-
	59


VI. Jaminan Pelayanan
Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan serta selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik menjadi lebih baik.
Jaminan penyelenggaraan Pelayanan didasarkan pada Standar Pelayanan, Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun dan Maklumat Pelayanan yang telah dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun.
VII. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pada setiap Pelayanan  diwujudkan dengan adanya keabsahan dokumen yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun.
VIII. Evaluasi Kinerja Pelaksana


Evaluasi kinerja pelaksana pada semua jenis pelayanan dilaksanakan  1 (satu) tahun sekali.
Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN TATA RUANG KOTA MADIUN

Ir. SUWARNO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19651016 198603 1 010
LAMPIRAN - II
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA MADIUN 
NOMOR
:  067/          /401.110/2017
TANGGAL
:        Maret 2017
TENTANG 
:  STANDAR PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 


   KOTA MADIUN


1. JENIS PELAYANAN
: REKOMENDASI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan pelayanan
	
	1. Mengisi Permohonan Pengajuan Rekomendasi IUJK;

2. Menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;

3. Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha yang telah dilegalisir oleh Lembaga;

4. Menyerahkan rekaman bukti-bukti identitas, aset-aset yang dimiliki BUJK.

	2.
	Sistem Mekanisme dan Prosedur
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                            [image: image2.png]



     Pemohon                                Di Agenda
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   Survey lapangan 
         Disposisi Kepala Dinas

     ((
     


     Ditolak     Diterima                

                                               [image: image5.jpg]



                                Diterbitkan rekomendasi IUJK
                                              [image: image6.jpg]



                                                Pemohon
Keterangan :

1. Pemohon/Penyewa membawa persyaratan pengajuan Rekomendasi IUJK ( Formulir, Fc. Akta, Pendirian, Fc. Sertifikat Badan Usaha, Fc. Aset dan Identitas BUJK )
2. Berkas permohonan Rekomendasi IUJK di Agenda.
3. Disposisi Kepala Dinas kemudian permohonan turun Kasubag Umum jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon.
4. Berkas pemohon lengkap kemudian diadakan suvey lapangan.
5. Jika survey lapangan di tolak maka berkas kembali ke pemohon.
6. Survey lapangan diterima maka akan diterbitkan rekomendasi IUJK kemudian berkas dikembalikan ke pemohon.

	3.
	Jangka waktu penyelesaian

	
	 3 ( tiga ) hari kerja

	4.
	Biaya/tarif
	
	 Gratis


	5.
	Produk layanan
	
	 Surat Rekomendasi IUJK

	6.
	Pengelolaan Pengaduan
	
	1. Email         : dputr.kotamadiun@gmail.com
2. Telp           : 0351- 471151

3. Kotak saran
4. Petugas informasi dan pengaduan




2. JENIS PELAYANAN :  JASA SEWA GEDUNG OLAH RAGA, STADION WILIS   

                                     DAN WISMA HAJI  

	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan pelayanan
	1. Pemohon mengajukan Surat Pinjam GOR, Stadion Wilis atau Wisma Haji kepada Walikota Madiun

2. Pemohon jika ingin menyewa disarankan tidak terlalu dekat dengan hari acara  

	2.
	Sistem, mekanisme dan prosedur
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             Pemohon                  Surat Pemohonan sewa
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    Disposisi Kepala Dinas         Persetujuan Walikota

   ((



        Ditolak    Diterima

                                                  Penerbitan ijin
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        Pemohon                Tanda tangan Ka. Dinas PU
Keterangan :

1. Pemohon datang dan membawa surat permohonan sewa (Sewa Stadion Wilis/Sewa Wisma Haji/Sewa GOR)
2. Surat permohonan menunggu persetujuan Walikota Madiun
3. Setelah dari Walikota Madiun surat turun ke Kepala Dinas PU dan Tata Ruang jika surat tidak disetujui kembali ke pemohon
4. Jika surat disetujui akan diserahkan ke Kepala UPTD untuk penerbitan ijin/verifikasi
5. Surat ijin ditanda tangani Kepala Dinas PU dan Tata Ruang dan diberi nomor surat
6. Setelah itu surat ijin kembali ke UPTD stadion Wilis & Wisma Haji untuk selanjutnya diserahkan kembali ke pemohon untuk pelunasan biaya sewa.

	3.
	Jangka waktu penyelesaian
	 Minimal 2 hari, Maksimal 1 Minggu

	4.
	Biaya/tarif
	1. Lapangan Stadion : 

a. Uji coba lapangan sebelum bertanding : Pagi/siang/sore  : Rp 250.000,-  

      Malam : 1.250.000,-

b. Pertandingan Persahabatan (bukan komersil) 

     Pagi/siang/sore : Rp 500.000,- 

     Malam : Rp 1.500.000,-

c. Pertandingan/kompetisi (yang dikomersilkan/tiket) : 

     Pagi/siang/sore : Rp 1.000.000,- 

     Malam : Rp 2.000.000,-

d. Pertandingan/kompetisi (yang tidak dikomersilkan/gratis) : 

     Pagi/siang/malam : Rp 500.000,- 

     Malam : Rp 1.500.000,-

e. Pengguna Hall Stadion ; 

     Pagi/siang/sore : Rp 500.000,- 

     Malam : Rp 750.000,-
f. Pengguna Area Parkir Stadion Wilis 

- Area Parkir (kegiatan musik/hiburan/promosi ) : Rp 1.000.000,-
g.
Pengguna Sewa Ruko

      - Kios F lantai I dan lantai II : 400/m2/hari

      - Kios G : 450/m2/hari 

- Kios H dan J : 500/m2/hari

b. Gedung Olah Raga 

a. Kegiatan komersil (kompetisi,konser band):
Siang   : Rp 1.000.000,- 

Malam : Rp 1.500.000,-

b. Kegiatan tidak komersil (pelajar, bakti sosial) 

      Siang   : Rp 500.000,- 

      Malam  : Rp 1.000.000,-

c. Kegiatan pembinaan (latihan rutin): 

Siang   : Rp 25.000,- 

Malam  : Rp 50.000,-

d. Halaman Parkir GOR Timur (perhari)  :  

 Rp 800.000,-

e. Halaman Parkir GOR Timur & Barat: (perhari) : Rp 1.500.000,-

c. Wisma Haji 

1. Aula Besar   

- Siang   : Rp 2.500.000,-

- Malam  : Rp 3.000.000,-

- Siang-malam : Rp 4.500.000,-

- Kapasitas 1.000 orang

2. Aula Kecil (Asrama IV, Lt II) 

- Siang    : Rp 1.500.000,-

- Malam   : Rp 1.750.000,-

- Siang -malam : Rp 2.500.000,- 

- Kapasitas 200 orang

3. Sekretariat di Aula Besar 

- Siang     : Rp 250.000,-

- Malam    : Rp 300.000,-

- Siang-Malam : Rp 400.000,-

- Kapasitas 40 orang

4. Asrama I –III satu hari/kamar ( 4 orang ) : Rp 100.000,- ( Non AC )

5. Wisma Tamu I : 500.000,-

Wisma Tamu II : 400.000,-
6. Lapangan Latihan Manasik (perhari) :   Rp 250.000,-

7. Halaman depan/area parkir (perhari) : Rp 800.000,-

8. Restorasi (perhari) : Rp 200.000,-

d. Lapangan Gulun, Winongo, Rejomulyo, Pilangbango

- Kegiatan hiburan/pameran yang dikomersilkan : Rp. 500.000,-

- Kegiatan olah raga yang dikomersilkan : Rp. 100.000,- ( latihan biasa )

- Kegiatan olah raga yang tidak dikomersilkan : Rp. 50.000,-

- Pembinaan/Sekolah/Sosial : Rp. 300.000,-   

e. Lapangan Olah Raga Lainnya ( selain yang point d )

- Kegiatan hiburan/pameran yang dikomersilkan : Rp. 250.000,-

- Kegiatan olah raga yang dikomersilkan : Rp. 75.000,- ( latihan biasa )

- Kegiatan olah raga yang tidak dikomersilkan : Rp. 50.000,-

- Pembinaan/Sekolah/Sosial : Rp. 100.000,- 

 Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada keterangan di atas belum termasuk biaya keamanan, parkir dan kebersihan.



	5.
	Produk layanan
	1. Surat Rekomendasi Ijin Jasa Sewa Gedung Olahraga
2. Surat Rekomendasi Ijin Jasa Sewa Stadion Wilis
3. Surat Rekomendasi Ijin Jasa Sewa Wisma Haji

	6.
	Pengelolaan Pengaduan
	1.  Email         : dputr.kotamadiun@yahoo.com
2.  Telp           : 0351- 471151
3.  Kotak saran
4.  Petugas informasi dan pengaduan

    (di Jl. Mastrip Gedung sebelah Timur Stadion   Wilis Kota Madiun)


3. JENIS PELAYANAN : JASA SEWA WALLES

	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan pelayanan
	1. Surat Permohonan Pengajuan Sewa Walles

2. FC. KTP atas nama pemohon

	2.
	Sistem, mekanisme dan prosedur
	          [image: image13.jpg]


                 [image: image14.png]¥\



     

             Pemohon              Surat Pemohonan Sewa
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       Ditolak    Diterima               Disposisi Kepala Dinas                                                            
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 Tindak lanjut Kabid Bina Marga            Penjadwalan

   
[image: image18.jpg]



                                              Operator Wales
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BERITA ACARA SERAH TERIMA

_tnggal _buln ______ tohun . tekah dilakukan

serahterima Barang oleh dan diantara

Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Alamat

No. KTP S
Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA'

dan

Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Alamat

No. KTP -
Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK

IHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai
Para Pihak”. Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebaga beriku:

Bahwa, sebelumnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengadakan suatu
kerja sama jual beli Barang berdssarkan Perjanjian ____ Nomor
tanggal _ _ (“Perjanjian’);

Bahwa, Perjanjian tersebut telah menempatkan PIHAK PERTAMA sebagai “Penjual
dan PIHAK KEDUA sebagai “Pembeli";

Bahwa, Perjanjian tersebut telah mewsjibkan PIHAK PERTAMA sebagai Penjual
untuk menyerahkan kepada PIHAK KEDUA scbagai Pembeli. sebush Barang berupa
__ dengan spesifikasi sebaga berikut:

Merek.
Jenis

Tipe
Nomor
(‘Barang”).

Selanjunya, untuk melaksanakan serah terima Barang diantara Para Pihak berdasarkan
Perjanjian, maka Para Pibak dengan ini sepakat:

ah Terima Barang” Selengkapnya di





Berita acara penyerahan alat
Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan sewa wales ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2. Jika permohonan di setujui kemudian dilanjutkan ke Kepala Bidang Bina Marga yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kasi Pemeliharaan alat berat, jalan dan jembatan.
3. Kemudian dibuatkan penjadwalan alat berat, survey lapangan, surat kontrak, pembayaran sewa dan jaminan demobilisasi.

4. Kasi Pemeliharaan alat berat, jalan dan jembatan menugaskan operator wales untuk melaksanakan tugas.
5. Jika telah habis batas waktu sewa, pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan sewa ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun.

6. Jika sewa sudah selesai akan dibuatkan berita acara penyerahan alat.



	3.
	Jangka waktu penyelesaian
	 2 hari

	4.
	Biaya/tarif
	Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 tahun 2001 :

1. Mesin Walles / Gilas 8 ton

    - Biaya sewa per hari Rp. 45.000,-
      (belum termasuk kebutuhan harian bahan bakar dan pelumas yang ditanggung penyewa dengan rincian sbb :

      1. Solar 20 liter

      2. Olie Gardan 2 liter

      3. Olie Mesin 2 liter

      4. Stenverd 2 kg

2. Mesin Walles / Gilas 3 ton

    - Biaya sewa per hari Rp. 30.000,-

      (belum termasuk kebutuhan harian bahan bakar dan pelumas yang ditanggung penyewa dengan rincian sbb :

       1. Solar 15 liter

       2. Olie Gardan 1 liter

       3. Olie Mesin 2 liter

       4. Stenverd 1 kg

	5.
	Produk layanan
	Surat Rekomendasi Jasa Pemanfaatan Alat Berat

	6.
	Pengelolaan Pengaduan
	1.  Email         : dputr.kotamadiun@gmail.com
2.  Telp           : 0351- 471151
3.  Kotak saran
4.  Petugas informasi dan pengaduan




4. JENIS PELAYANAN : JASA REKOMENDASI PENURUNAN TROTOAR
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan pelayanan
	1. Surat Permohonan penurunan trotoar yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun
2. FC. KTP atas nama pemohon
3. FC. IMB
4. Denah lokasi penurunan trotoar

	2.
	Sistem, mekanisme dan prosedur
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             Pemohon                      Surat Pemohonan     penurunan trotoar
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             Tindak lanjut Kabid Bina Marga   Disposisi Kepala Dinas                                                                                 
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Penugasan oleh Kasi Alat Berat         Survey Lapangan
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                                                    Ditolak        Diterima
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Nomor: -

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

NIP

Pangkat/ Golongan

Jabatan

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama

NIP :
Pangkat/ Golonga
Jabatan

Unit Kerja

Untuk dapat diusulkan kenaikanpangkat reguler/kenaikan pangkat penyesuaian ijazah/kenaikan
jabatan fungsional periode .......... karena yang bersangkutan mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap

tugas pokok dan fungsinya dalam pekerjaan sehari-hari.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak,




      Membayar retribusi ke KPPT           Surat rekomendasi
      [image: image28.jpg]



            Penurunan Trotoar      
Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan penurunan trotoar ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun
2. Surat permohan di disposisi ke Kepala Bidang Bina Marga, kemudian ditindaklanjuti oleh Kasi Pemeliharaan Alat Berat, Jalan dan Jembatan

3. Kasi Pemeliharaan Alat Berat, Jalan dan Jembatan menugaskan staf untuk melakukan survey lapangan

4. Jika hasil survey disetujui kemudian memproses surat rekomendasi

5. Pemohon menerima surat rekomendasi dan membayar retribusi ke KPPT.

6. Setelah itu baru dilakukan penurunan trotoar.



	3.
	Jangka waktu penyelesaian
	 5 hari

	4.
	Biaya/tarif
	Rp. 1.000,- / m² ( dibayar di Kantor KPPT Kota Madiun )

	5.
	Produk layanan
	Surat Rekomendasi Penurunan Trotoar

	6.
	Pengelolaan Pengaduan
	1.  Email         : dputr.kotamadiun@gmail.com
2.  Telp           : 0351- 471151
3.  Kotak saran
4.  Petugas informasi dan pengaduan




5. JENIS PELAYANAN :  SMS CENTER PEMELIHARAAN JALAN DAN 
    JEMBATAN

	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan pelayanan
	Mengirimkan SMS ke Nomor SMS Center Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun

	2.
	Sistem, mekanisme dan prosedur
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         Sms masyarakat                          Sms center
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                                          Mengirim sms                                 Server sms gateway
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  Nomor petugas DPU                       Forward sms masy.
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Identifikasi petugas DPU       Penanganan kerusakan jalan
Keterangan :

1. Sms masyarakat ke nomor sms center Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun
2. Sms diterima oleh server sms gateway yg kemudian mengirim sms balasan ke masyarakat
3. Dari sms server gateway kemudian mengirimkan sms masyarakat ke nomor petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Kemudian dilakukan identifikasi :

a. Survey

b. Dokumentasi

c. Penentuan jenis penanganan

d. Penentuan metode penanganan

e. Penentuan waktu penanganan

5. Dilakukan penanganan oleh petugas lapangan dari Bidang Bina Marga


	3.
	Jangka waktu penyelesaian
	 3 ( tiga ) hari

	4.
	Biaya/tarif
	Gratis

	5.
	Produk layanan
	Penanganan kerusakan jalan dan jembatan

	6.
	Pengelolaan Pengaduan
	1.  Email         : dputr.kotamadiun@gmail.com
2.  Telp           : 0351- 471151
3.  Sms center : 0811-3145-0-43
4.  Petugas informasi dan pengaduan




6. JENIS PELAYANAN : REKOMENDASI SURAT KETERANGAN RENCANA KOTA ( SKRK )
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan pelayanan
	1. Surat Permohonan IMB
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Sertifikat Tanah
4. Surat pernyataan tetangga
5. Foto copy KTP Tetangga
6. Foto Copy PBB

	2.
	Sistem, mekanisme dan prosedur
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              Pemohon                     Surat Pemohonan ke PTSP           
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             Tindak lanjut Kabid Tata Kota      Disposisi Kepala Dinas                                                                                 
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          Verifikasi Berkas                   Ditolak        Diterima
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   Pengerjaan Studio                        Pengecekan lokasi
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    Verifikasi Teknis – Keluar SKRK
Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan SKRK ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun

2. Surat permohonan dikirim ke PTSP, dari PTSP dikirim ke Dinas PU dan Tata Ruang 
3. Berkas ditindak lanjuti oleh Kepala Bidang Tata Kota dan Kasi. Pengawasan Tata Ruang. 
4. Berkas diverifikasi apabila diterima dilakukan pengecekan lokasi (survey lapangan)
5. Pengerjaan Studio 
6. Verifikasi oleh Petugas dan diterbitkan SKRK


	3.
	Jangka waktu penyelesaian
	14 hari

	4.
	Biaya/tarif
	Gratis

	5.
	Produk layanan
	Surat Rekomendasi SKRK 

	6.
	Pengelolaan Pengaduan
	1.  Email         : dputr.kotamadiun@gmail.com
2.  Telp           : 0351- 471151
3.  Kotak saran
4.  Petugas informasi dan pengaduan




7. JENIS PELAYANAN : PENGAWASAN BANGUNAN
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan pelayanan
	1. Pengaduan masyarakat
2. Petugas rutin pengawas bangunan


	2.
	Sistem, mekanisme dan prosedur
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Pemantauan Lapangan       Ditemukan bangunan tdk ber IMB
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  Surat teguran 1 s/d 3             Surat teguran lisan   
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     Pembatasan Keg.                    Pencabutan IMB

        Pembangunan                     
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                                         Pembongkaran bangunan
Keterangan :

1. Pemantauan lapangan dilakukan setiap ada kegiatan pembangunan baru
2. Apabila ditemukan bangunan belum ber-IMB akan dilakukan peneguran secara lisan (jangka waktu 1 minggu) sekaligus diarahkan untuk pengurusan IMB di KPPT
3. Surat teguran 1 (jangka waktu 15 hari) diterbitkan jika teguran secara lisan tidak dihiraukan dan akan dikenakan sanksi peringatan tertulis 1
4. Jika dalam jangka waktu 15 hari setelah penerbitan surat teguran 1 tidak dihiraukan akan diberikan surat teguran 2 dan dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan
5. Jika dalam jangka waktu 30 hari setelah penerbitan surat teguran 3 tidak dihiraukan akan dikenakan sanksi penghentian sementara/tetap pada pemanfaatan bangunan

6. Jika surat teguran 3 tidak dihiraukan maka akan dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk menentukan sanksi
7. Diadakan rapat koordinasi II pembatasan kegiatan pembangunan (pembekuan IMB) dengan sanksi penghentian total pelaksanaan pembangunan

8. Rapat koordinasi II yaitu pencabutan IMB (jika tidak sesuai permohonan awal)

9. Dilakukan pembongkaran bangunan apabila sudah koordinasi dengan instansi terkait dan dinyatakan melanggar Perda yang berlaku.  Pembongkaran bisa dilakukan sendiri atau oleh pemda atas biaya pemilik bangunan.



	3.
	Jangka waktu penyelesaian
	3 hari

	4.
	Biaya/tarif
	Gratis

	5.
	Produk layanan
	Surat teguran bangunan yang belum ber-IMB 

	6.
	Pengelolaan Pengaduan
	1.  Email         : dputr.kotamadiun@gmail.com
2.  Telp           : 0351- 471151
3.  Kotak saran
4.  Petugas informasi dan pengaduan




8. JENIS PELAYANAN :  BERKAS PENYERAHAN FASUM/FASOS
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan pelayanan
	Syarat Umum
1. Mengajukan berkas kelengkapan
2. Realisasi sesuai site plan yang disetujui Tim BKPRD
3. Paling lambat dilaksanakan 1 tahun setelah masa pemeliharaan
4. Sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan
Syarat Administrasi

1. Dokumen site plan yang disetujui
2. IMB
3. Surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah

	2.
	Sistem, mekanisme dan prosedur
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              Pemohon                     Surat Pemohonan           
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             Tindak lanjut Kabid Tata Kota      Disposisi Kepala Dinas                                                                                 
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 Rapat koordinasi dgn Tim BKPRD       Verifikasi Berkas
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   Proses penerbitan BA                    Pengecekan lokasi
   Penyerahan fasum/fasos

  ( (                                                 

        Ditolak    Diterima             
       (
                         Diterima
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        Penyerahan berkas ke pemohon
Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan Penyerahan fasum/fasos ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun

2. Surat permohonan di disposisi ke Kepala Bidang Tata Kota, kemudian diadakan rapat koordinasi dengan tim BKPRD

3. Berkas diverifikasi kemudian dilakukan pengecekan lokasi (survey lapangan)

4. Proses penerbitan BA penyerahan fasum/fasos

5. Jika permohonan ditolak, berkas akan dikembalikan ke pemohon

6. Jika permohonan diterima akan diserahkan BA penyerahan fasum/fasos



	3.
	Jangka waktu penyelesaian
	14 hari

	4.
	Biaya/tarif
	Gratis

	5.
	Produk layanan
	Berita acara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan dan kawasan permukiman

	6.
	Pengelolaan Pengaduan
	1.  Email         : dputr.kotamadiun@gmail.com
2.  Telp           : 0351- 471151
3.  Kotak saran
4.  Petugas informasi dan pengaduan


































Selesai





Belum selesai (mengajukan permohonan perpanjangan ke Kepala Dinas PU)








